Jadwal Acara Rapat Komisi IX DPR-RI
Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2024-2025
Sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi
Tanggal 21 Oktober 2024 dan Hasil Rapat Internal Komisi IX DPR Rl 21 Januari 2025
Masa Sidang mulai tanggal 21 Januari 2025 s.d 20 Maret 2025

HARI/
No TANGGAL PUKUL JENIS RAPAT ACARA KET

1. Selasa, 21 Rapat Paripurna Pidato Pembukaan Masa
Januari 2025 DPR-RI Persidangan Il Tahun Sidang 2024-
2025.

11.00 Rapat Pimpinan Komisi IX | 1. Penyusunan Program Kerja Komisi
(Setelah | DPRRI IX DPR RI pada Masa Persidangan

Rapat [l Tahun Sidang 2024-2025.
Paripurna) 2. Pembentukan Panja-Panja
Pengawasan Komisi IX DPR RI.

13.00 Rapat Internal Komisi IX |1. Pembahasan  dan  Penetapan
DPRRI Program Kerja Komisi IX DPR RI
pada Masa Persidangan Il Tahun
Sidang 2024-2025.

2. Pembentukan Panja-Panja
Pengawasan Komisi IX DPR RI.
Bidang Kesehatan
1) Panja Pengawasan Komisi IX

DPR RI mengenai Percepatan
Eliminasi Tuberculosis

2) Panja Pengawasan Komisi IX
DPR RI mengenai Jaminan
Kesehatan Nasional

Bidang Ketenagakerjaan
1) Panja Pengawasan Komisi |X

DPR RI mengenai Perlindungan
Tenaga Kerja Migran

2. Rabu, 22 10.00 Rapat Kerja dengan Menteri | Rencana Pengajuan Anggaran Belanja
Januari 2025 Pelindungan Pekerja Migran | Tambahan Tahun Anggaran 2025
Indonesia Kementerian P2MI/BP2MI




HARI/

No TANGGAL PUKUL JENIS RAPAT ACARA KET
3. Kamis, 23 09.00 Rapat Dengar Pendapat | Konsultasi Aspirasi Masyarakat terkait
Januari 2025 Umum Komisi IX DPR RI | dengan Pelaksanaan Program Makan
dengan DPRD Kabupaten | Bergizi Gratis
Kolaka Provinsi  Sulawesi
Tenggara
4. Jum’at 24 Rapat Fraksi
Januari 2025
5. Senin, 27 LIBUR NASIONAL
Januari 2025 ISRA MIRAJ NABI MUHAMMAD SAW
6. Selasa, 28 LIBUR NASIONAL
Januari 2025 CUTI BERSAMA TAHUN BARU IMLEK 2576 KONGZILI
7. Rabu, 29 LIBUR NASIONAL
Januari 2025 TAHUN BARU IMLEK 2576 KONGZILI
8. Kamis, 30 Di alokasikan untuk Audiensi
Januari 2025
9. Jum’at, 31 Hari Fraksi
Januari 2025
10. Senin, 3 15.00 Rapat Dengar Pendapat Membahas tata kelola pelaksanaan
Februari 2025 dengan Kepala Badan Gizi Program Makan Bergizi Gratis,
Nasional termasuk pola koordinasi lintas
sektor, tata kelola ketersediaan
bahan baku dan sistem monitoring
dan evaluasi program.
Membahas laporan hasil pilot
project  Program Makan Bergizi
Gratis tahun 2024 dan
pembelajaran untuk pelaksanaan
program tahun 2025.
Membahas konsep dan panduan
kemitraan dan partisipasi
Masyarakat dalam pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis.
1. Selasa, 4 Rapat Paripurna
Februari 2025 DPR-RI
13.00 Rapat Kerja dengan Menteri . Membahas implementasi kebijakan
(Jika tidak | Ketenagakerjaan RI ketenagakerjaan pasca
ada Rapur) putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) mengeluarkan kluster
ketenagakerjaan dari Undang -
Undang Cipta Kerja.
. Perubahan Anggaran Kemnaker

2025 Pasca Inpres No. 1 Tahun
2025.

. Perubahan SOTK Kemnaker Pasca

Peraturan Presiden No. 164 Tahun
2024.




No

HARI/
TANGGAL

PUKUL

JENIS RAPAT

ACARA

KET

12.

Rabu, 5
Februari 2025

10.00

Rapat Dengar Pendapat
dengan Kepala Badan POM
RI

1. Membahas peta jalan (Roadmap)

pelaksanaan visi Presiden dalam
mewujudkan sediaan farmasi dan
pangan olahan yang aman,
bermutu dan berdaya saing.

2. Membahas tindakan atas
pelanggaran kasus pelanggaran
keamanan obat, obat bahan alam,
kosmetik, suplemen kesehatan dan
makanan.

3. Membahas hasil
terhadap pengetatan
terhadap  bahan  baku/bahan
tambahan  yang  mengandung
bahan berbahaya bagi produk obat,
suplemen kesehatan, kosmetik dan
makanan.

pengawasan
peredaran

13.00

Rapat Kerja dengan Menteri
Kesehatan R

1. Efisiensi Belanja APBN 2025 dari
Kemenkes RI;

2. Pergeseran anggaran Quick Wins
di lingkungan Kementerian
Kesehatan RI.

13.

Kamis-Sabtu
6-8 Februari
2025

Kunjungan Kerja Spesifik, Bidang
Kesehatan dalam rangka
Pengawasan Persiapan Pelaksanaan
Program Pemeriksaan Kesehatan
Gratis

1. Provinsi Kalimantan Selatan

2. Provinsi Sulawesi Tengah

3. Provinsi Aceh

14.

Senin, 10
Februari 2025

13.00

Rapat Kerja dengan Menteri
Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
IBKKBN

Pembahasan Efisiensi Anggaran Tahun
2025 dari Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun
2025.

BATAL

15.30

Rapat Dengar Pendapat
dengan Kepala Badan POM
RI

Pembahasan Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2025

BATAL

15.

Selasa, 11
Februari 2025

Rapat Paripurna
DPR-RI

10.00
(Jika tidak
ada Rapur)

Rapat Kerja dengan Menteri
Kesehatan, Ketua Dewan
Jaminan  Sosial Nasional
Ketua Dewas BPJS
Kesehatan dan Dirut BPJS
Kesehatan

1. Membahas potensi defisit Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
tahun 2025.

2. Membahas perkembangan
persiapan pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan




HARI/

No TANGGAL PUKUL JENIS RAPAT ACARA KET

Kesehatan:

a. Penerapan  fasilitas  riang
perawatan pada pelayanan
rawat inap berdasarkan Kelas
Rawat Inap Standar (KRIS);

b. Manfaat, tarif dan iuran program
Jaminan Kesehatan Nasional.

16. Rabu 12 13.00 Rapat Dengar Pendapat | Pembahasan Efisiensi Belanja dalam
Februari 2025 dengan Kepala Badan POM | Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
RI 2025
16.00 Rapat Kerja dengan Menteri | Pembahasan Efisiensi Belanja dalam
Kependudukan dan | Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
Pembangunan Keluarga | 2025
IBKKBN dan Rapat Kerja
dengan Menteri Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
18.30 Raker dengan Kemenkes Pembahasan Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2025
19.30 Raker dengan Kemenaker Pembahasan Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2025
20.30 RDP dengan Badan Gizi | Pembahasan Efisiensi Belanja dalam
Nasional Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2025
17. Kamis, 13 10.00 Audiensi dengan Pengurus | Permohonan RDP
Februari 2025 Pusat Forum  Penyuluh
Nusantara
18.| Jum’at, 14 Hari Fraksi
Februari 2025
19. Senin, 17 - - -
Februari 2025
20.| Selasa, 18 Rapat Paripurna
Februari 2025 DPR-RI
10.00 Rapat Dengar Pendapat | 1. Membahas implementasi dibidang
(Jika tidak | dengan: perencanaan ketenagakerjaan
ada Rapur) | 1. Sekretaris Jenderal nasional, pengelolaan data dan
Kemenaker informasi  ketenagakerjaan, untuk
2. Kepala BARENBANG memastikan ~ pemenuhan  hak
Kemenaker layanan informasi ketenagakerjaan
3. Dirjen Ditien PHI  JSK bagi masyarakat luas.
Kemenaker 2. Membahas Langkah  kongkret
4. Ketua DJSN upaya menjangkau kepesertaan
5. Ketua Dewas BPJS bagi kelompok Peserta Bukan
Ketenagakerjaan Penerima Upah (PBPU) dan pelaku
6. Direktur Utama BPJS UMKM sebagai penerima manfaat
Ketenagakrjaan program jaminan sosial.




HARI/

No TANGGAL PUKUL JENIS RAPAT ACARA KET
3. Membahas perkembangan strategi
peningkatan kepesertaan sesuai
dengan target perencanaan serta
penataan  proses  penyaluran
manfaat dari BPJS
Ketenagakerjaan kepada peserta
aktif kelompok PBPU dan pelaku
UMKM.
21. Rabu, 19 10.00 Rapat Kerja dengan Menteri | 1. Membahas program 100 hari
Februari 2025 Kependudukan dan lengkap dengan indikator yang
Pembangunan Keluarga jelas  dan  terukur  dalam
/BKKBN pelaksanaan visi Pembangunan
kependudukan dan keluarga yang
berkualitas.
2. Membahas laporan perkembangan
pelaksanaan rekomendasi Panja
Pengawasan Komisi IX DPR RI
atas  Percepatan  Penurunan
Stunting.
13.00 Rapat Kerja dengan Menteri | Pembahasan Amanat Undang-Undang | BATAL
Kesehatan R Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan, yang mewajibkan
Kementerian Kesehatan untuk
menyusun Rencana Induk Bidang
Kesehatan (RIBK).
22. Kamis, 20 10.00 RDPU/Audiensi dengan Dr | Pengaduan KRONOLOGIS Kegaduhan
Februari 2025 Janet Aprilia Stanzah Dokter | tuduhan SKINCARE OVERCLAIM oleh
Umum Praktisi Kecantikan Oknum Dokter Samira Farahnaz yang
menamakan dirinya sebagai Dokter
Detektif
23. Jum’at, 21 Hari Fraksi
Februari 2025
24. Senin, 24 13.00 Mengundang Kepala Badan
Februari 2025 keahlian ~ Dewan  (BKD)
Setjen DPR R terkait dengan
Revisi UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
25. Selasa, 25 Rapat Paripurna
Februari 2025 DPR-RI
11.30 RDPU/Audiensi dengan | Permohonan Kunjungan Kerja terkait
(Jika tidak | DPRD Kabupaten | Konsultasi dan pendalaman tentang
ada Rapur) | Pamekasan penerapan BPJS dalam aturan Tahun
2025.
26. Rabu, 26 Di alokasikan untuk Rapat

Februari 2025

Panja Pengawasan/Audiensi




HARI/

No TANGGAL PUKUL JENIS RAPAT ACARA KET
27.| Kamis-Sabtu, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X
27 Februari - DPR RI bidang Kesehatan terkait
1 Maret 2025 Pengawasan Makanan dan Minuman
Bulan Ramadhan:
1. Provinsi Riau Pekanbaru
2. Provinsi Jawa Timur, Malang
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Mataram
28. Senin, 3 13.00 Di alokasikan untuk Rapat
Maret 2025 Panja Pengawasan/Audiensi
29. Selasa, 4 Rapat Paripurna
Maret 2025 DPR-RI
10.00 Rapat Dengar Pendapat Membahas Masukan untuk
(Jika tidak | Umum dengan: Kesiapan Pelaksanaan Program
ada Rapur) | 1. Adinkes (Asosiasi Dinas Skrining Kesehatan
Kesehatan)
2. Arsada (Asosiasi Rumah
Sakit Daerah)
3. Apkesmi (Asosiasi
Puskesmas Seluruh
Indonesia)
4. Pengurus Pusat lkatan
Dokter Indonesia (IDI)
5. Pengurus Pusat Ikatan
Ahli Kesehatan
Masyarakat  Indonesia
(IAKMI)
13.00 Rapat Dengar Pendapat | Permohonan audiensi atas kondisi dari
Umum/Audiensi Komisi IX | perusahaan PT Sritex Group yang
DPR  dengan  Pengurus | dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Serikat Pekerja Sritex Group | Negeri Semarang, pada tanggal 21
Oktober 2024 dan dilakukan PHK oleh
Kurator pada tanggal 26 Februari 2025.
30. Rabu, 5 Di alokasikan untuk Rapat
Maret 2025 Panja Pengawasan/Audiensi
31. Kamis, 6 Di alokasikan untuk Rapat
Maret 2025 Panja Pengawasan/Audiensi
32. Jum’at, 7 Hari Fraksi
Maret 2025
33. Senin, 10 11.00 Rapat Dengar Pendapat | Permintaan Bantuan Penyelesaian
Maret 2025 Umum/Audiensi Komisi X | Masalah Buruh /Tenaga Ahli Daya
DPR dengan Kongres Aliansi | (TAD) PT Pertamina EP Asset 4 Field
Serikat  Buruh  Indonesia | Cepu, Blora, Jawa Tengah
(KASBI)
13.00 Rapat Dengar Pendapat | Permasalahan  pekerja  Kesehatan
Umum/Audiensi  Komisi IX | diantaranya tenaga honorer yang tidak
DPR  dengan  Asosiasi | masuk dalam database BKN di sektor
Pekerja Kesehatan Seluruh | Kesehatan, khususnya terkait
Indonesia (APKSI) penyelesaian  status  kepegawaian




HARI/

No TANGGAL PUKUL JENIS RAPAT ACARA KET
mereka.
34. Selasa, 11 Rapat Paripurna
Maret 2025 DPR-RI
10.00 Rapat Kerja dan Rapat | 1. Membahas penyelesaian PHK PT
(Jika tidak | Dengar Pendapat dengan : Sritex
ada Rapur) | 1. Kementerian 2. Membahas penyelesaian hak-hak
Ketenagakerjaan pekerja PT Sritex, seperti pesangon,
(Kemenaker), THR, dan  jaminan  BPJS
2. BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
3. Direksi BPJS Kesehatan
RI
4. Dewan Pengawas BPJS
Ketenagakerjaan
5. Dewan Pengawas BPJS
Kesehatan R
14.00 Rapat Dengar Pendapat | Permasalahan yang terjadi di lapangan
(setelah | Umum/Audiensi Komisi IX | mengenai Pelayanan JKN di fasilitas
Rakerdan | DPR  dengan  Asosiasi | kesehatan
RDP) Rumah  Sakit  Swasta
Indonesia (ARSSI)
35. Rabu, 12 Di alokasikan untuk Rapat
Maret 2025 Panja Pengawasan/Audiensi
36. | Kamis s.d Sabtu Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX
13s.d 15 DPR RI bidang Ketenagakerjaan
Maret 2025 terkait Tunjangan Hari Raya (THR)
Pekerja Tahun 2025 ke:
1. Provinsi Kepulauan Riau;
2. Provinsi Jawa Tengah;
3. Provinsi Jawa Timur
37. Jum’at, 14 Hari Fraksi
Maret 2025
38. Senin, 17 13.00 Di alokasikan untuk
Maret 2025 Raker/RDP/ Audiensi
39.| Selasa, 18 Rapat Paripurna
Maret 2025 DPR-RI
10.00 Di alokasikan untuk
(Jika tidak | Raker/RDP/ Audiensi
ada Rapur)
40. Rabu, 19 Hari Fraksi
Maret 2025
41, Kamis, 20 Rapat Paripurna DPR-RI Pidato Penutupan Masa Sidang Il
Maret 2025 Tahun Sidang 2024-2025

Reses Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2024 - 2025
dimulai dari Tanggal 21 Maret 2024 s.d 14 April 2025

Pembukaan Masa Persidangan Ill Tahun 2024-2025
akan dilaksanakan pada hari Selasa, 15 April 2025

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI PADA RESES MASA PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2024-2025.




Pada Reses Masa Persidangan | Tahun Sidang 2024-2025, Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke 3
(tiga) Provinsi pada tanggal 21 s/d 25 Maret 2025 (Kegiatan pada tanggal 21-22 Maret 2025), yaitu :

1. Provinsi Bali

2. Provinsi Sumatera Selatan

3. Provinsi Sumatera Utara

Catatan :

Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2024-2025 terdiri dari :
a. 99 hari kalender

b. 41 hari kerja

Masa Reses Il Tahun Sidang 2024-2025 terdiri dari :
a. 33 hari kalender
b. 20 hari kerja



